
BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang peranan penyidik Kepolisian Resor (Polresta) 

Padang dalam penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan 

oleh ayah kandung, maka simpulan dari penelitian tersebut adalah: 

1. Peranan penyidik Kepolisian Resor (Polresta) Padang dalam penyelesaian kasus 

pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung sudah 

berjalan dengan baik setelah menerima laporan, kepolisian melakukan 

serangkaian upaya penyidikan yang berkoordinasi dengan pihak terkait, 

melakukan permintaan pendampingan dengan dinas sosial dan menjaga hak 

korban . 

2. Kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Resor (Polresta) Padang dalam 

penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah 

kandung, adalah kendala internal (seperti keterbatsan sumber daya manusia, 

sulitnya mencari pelaku, keterangan saksi dan barang bukti) dan kedala 

eksternal (seperti dukungan dari lingkungan sekitar).  

B. Simpulan 

Berdasarkan simpulan pada penelitian ini, maka saran yang dapat di ajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan Kepolisian Resor (Polresta) Padang lebih aktif lagi dalam 

memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun lingkungan masyarakat 



tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Biasanya sosialisasi 

yang diberikan Kepolisian Resor (Polresta) Padang terkait dengan 

penyalahgunaan narkotika. Sehingga dengan memberikan sosialisasi tentang 

pelecehan seksual terhadap anak dapat menurunkan angka kasus pelecehan 

seksual karena orang tua yang memiliki anak perempuan akan lebih waspada. 

2. Diharapkan masyarakat lebih meningkatkan acara silaturahi antara anggota 

masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah keagamaan yang dibawakan 

oleh tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal supaya keimanan 

dari masyarakat setempat meningkat sehingga dapat memperkecil jumlah 

pelecehan seksual.  

3. Diharapkan Kepolisian Resor (Polresta) Padang meningkatkan promosi 

pelecehan seksual terhadap anak berupa iklan, baliho, maupun poster yang bisa 

dilihat oleh orang banyak, atau melakukan upaya promosi lewat media 

sosial agar masyarakat mengetahui bahwa pelecehan seksual terhadap anak 

adalah hal menakutkan dan menjadi tanggung jawab bersama. 

4. Diharapkan kepada masyarakat khususnya keluarga atau orang tua dari korban 

supaya lebih menjaga anaknya agar terhindar dari pelecehan seksual dan 

memberikan pemahaman yang benar mengenai anggota tubuhnya yang tidak 

boleh disentuh orang lain. 
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